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ABSTRAK

KSK Luwuk-Bonebobakal merupakan salah satu wilayah di Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah dengan potensi
perikanan yang cukup besar dimana produksi perikanan tangkap di tahun 2020 mencapai 4.505 ton. Dengan potensi
tersebut maka pembangunan berbasis sektor perikanan di wilayah ini menjadi begitu penting sehingga sektor perikanan
dapat menjadi pendorong utama pembangunan di wilayah ini. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan arahan
pengembangan wilayah berbasis sektor perikanan berdasarkan tingkat perkembangan wilayah dan potensi sumber daya
ikan. Tingkat perkembangan wilayah diidentifikasi menggunakan analisis skalogram, potensi sumber daya ikan
diidentifikasi dengan model surplus produksi dan arahan pengembangan wilayah dirumuskan menggunakan
penggabungan metode Proses Hirarki Analitik (AHP) dan metode Kekuatan, Kelemahan, Peluang, Ancaman (SWOT) yaitu
analisis A’'WOT. Hasil analisis menunjukkan bahwa perkembangan wilayah pesisir di KSK Luwuk-Bonebobakal yang
berada dalam Hierarki 1 berjumlah 3 desa/kelurahan, Hierarki2 berjumlah 5 desa/kelurahan, dan Hierarki 3 berjumlah 34
desa/kelurahan. Pemanfaatan ikan pelagis besar dan ikan pelagis kecil di wilayah ini berada dalam status pemanfaatan
penuh sedangkan pemanfaatan ikan karang dan ikan demersal berada dalam status pemanfaatan sedang. Berdasarkan
tingkat perkembangan wilayah dan potensi sumber daya ikan yang ada di wilayah ini maka arahan prioritas strategi
untuk mengembangkan wilayah ini adalah meningkatkan produksi ikan karang dan ikan demersal berdasarkan wilayah
penangkapan dan alat tangkap yang diperbolehkan, mendirikan koperasi nelayan dan menjalin kerjasama dengan Unit
Pengolahan Ikan serta pengadaan perahu fiber 3-4 GT di setiap kelompok nelayan.

Kata Kunci: Analisis Skalogram, Model Surplus Produksi, Analisis A’"WOT

ABSTRACT

KSK Luwuk-Bonebobakal is an area in Banggai Regency, Central Sulawesi Province that has a potential resources for the
fisheries sector with capture fisheries production in 2020 reaching 4,505 tons. With this potential, making regional
development based on the fisheries sector in this region becomes so important that the fisheries sector can become the
main driver of development in this region. This research aims to formulate directions for regional development based
on the fishery sector by considering the regional development index and fish resource potential. Regional development
index is identified using a scalogram analysis, the potential of fish resources is identified with surplus production model
and the direction of regional development are formulated using a combination of the Analytical Hierarchy Process (AHP)
method and the Strength Weakness Opportunities Threat (SWOT) method, namely A'WOT analysis. The results of the
analysis show that the development of coastal areas in the KSK Luwuk-Bonebobakal which are in the Hierarchy 1 has 3
villages, Hierarchy 2 has 5 villages, and Hierarchy 3 has 34 villages. The utilization of large pelagic fish and small pelagic
fish in this area is fully-exploited, while the utilization of reef fish and demersal fish is moderate. Based on the level of
regional development and the potential of fish resources in this region, the strategic priority direction for developing
this region are increasing the production of reef fish and demersal fish based on the fishing area and fishing gear allowed,
establish a fisherman's cooperative and establish cooperation with Fish Processing Unit as well as the development of
3-4 GT fiber boats in each fishing group.

Keyword: Scalogram Analysis, Surplus Production Model, A'WOT Analysis

Copyright © 2023 GJGP-UNDIP
This open access article is distributed under a Creative Commons Attribution (CC-BY-NC-SA) 4.0 International license.

309



http://issn.pdii.lipi.go.id/issn.cgi?daftar&1366862068&1&&
http://issn.pdii.lipi.go.id/issn.cgi?daftar&1419831169&1&&
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/pwk/index
mailto:palembobby@apps.ipb.ac.id

Palem, Barus, Yulianto/Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota, Vol. 19, No. 3, 2023, 309 — 325
DOI: 10.14710/pwk.v19i3.40116

1. PENDAHULUAN

Indonesia memiliki luas wilayah 8.230.000 km? yang terdiri dari 1.910.000 km?* daratan dan 6.320.000
km? lautan (KKP, 2018). Indonesia sebagai salah satu negara maritim terbesar di dunia menjadikan sektor
perikanan khususnya perikanan laut memiliki peran strategis dalam pembangunan suatu wilayah karena
memiliki nilai tambah yang besar (Huda et al., 2014) sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di
wilayah tersebut. Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) Luwuk-Bonebobakal merupakan kawasan strategis di
Kabupaten Banggai yang berada di zona Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 714 dan memiliki nilai
strategis dari sudut kepentingan ekonomi yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten.
Wilayah ini memiliki daerah pesisir sebanyak 42 kelurahan/desa dari total 70 kelurahan/desa (BPS Kabupaten
Banggai, 2021) dengan nelayan yang berjumlah 1.311 orang. Produksi perikanan tangkap di wilayah ini
menyumbang 25-30% dari total produksi perikanan tangkap di Kabupaten Banggai dengan produksi
perikanan tangkap selama tahun 2017 sampai dengan 2020 sebesar 3.953 ton, 4.371ton, 5.489 ton dan 4.505
ton (Dinas Perikanan Banggai, 2021).

Namun kesejahteraan masyarakat pesisir seringkali berbanding terbalik dengan besarnya potensi
sektor perikanan di wilayah pesisir dan pada umumnya tingkat kesejahteraan masyarakat pesisir berada
pada tingkatan yang lebih rendah dibandingkan dengan masyarakat non pesisir. Menurut Sudarya et al.
(2013) perkembangan ekonomi di wilayah non pesisir relatif lebih tinggi dibandingkan wilayah pesisir
sehingga mengakibatkan wilayah pesisir cenderung tertinggal perkembangannya dibandingkan wilayah non
pesisir. Jumlah penduduk miskin di wilayah ini pada tahun 2020 mencapai 35.270 jiwa atau sebesar 32% dari
total penduduk di kawasan ini. Persentase penduduk miskin di wilayah ini masih melebihi rata-rata
persentase penduduk miskin di Provinsi Sulawesi Tengah yaitu sebesar 13% pada tahun 2020 (BPS Kabupaten
Banggai, 2021).

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Banggai Tahun 2012-2032 mengamanatkan bahwa
untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di wilayah ini perlu dilakukan upaya pengembangan potensi
ekonominya dengan fokus utama memaksimalkan pengembangan potensi sektor perikanan. Sejalan dengan
hal tersebut, Wiyono & Mustaruddin (2016) dan Dahuri (2003) berpendapat bahwa pembangunan berbasis
sektor perikanan dapat dijadikan arus utama pembangunan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di
suatu wilayah dengan memahami faktor-faktor penyebab kemiskinan masyarakat pesisir. Pembangunan
sektor perikanan saat ini dihadapkan pada berbagai tantangan diantaranya adalah masih terbatasnya
penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, pengelolaan sumber daya ikan yang tidak berkelanjutan,
serta belum terintegrasinya sistem produksi perikanan dari hulu ke hilir mencakup penangkapan,
pengolahan sampai ke pemasaran hasil perikanan (Bappenas, 2016). Berbagai tantangan ini mengakibatkan
pelaku usaha perikanan yang terlibat memperoleh hasil yang tidak optimal sehingga menciptakan
ketidaksejahteraan dan kemiskinan bagi masyarakat pesisir. Tujuan penelitian ini yaitu (a) mengidentifikasi
tingkat perkembangan wilayah KSK Luwuk-Bonebobakal; (b) menduga potensi sumber daya ikan di wilayah
KSK Luwuk-Bonebobakal; dan (c) merumuskan arahan pengembangan wilayah berbasis sektor perikanan di
KSK Luwuk-Bonebobakal.

2. DATA DAN METODE

2.1.  Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di KSK Luwuk-Bonebobakal Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah
yang meliputi beberapa kecamatan yaitu Luwuk Selatan, Luwuk, Luwuk Utara, Luwuk Timur, Masama dan
Lamala. Berdasarkan posisi geografisnya, Kabupaten Banggai terletak pada 0°45’ - 1°30’ Lintang Selatan dan
122°38’ - 123°16’ Bujur Timur dan memiliki batas-batas yaitu sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan
Pagimana dan Bualemo, sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Balantak Utara, Balantak dan
Balantak Selatan, sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Mantoh dan Kabupaten Banggai
Kepulauan dan sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Nambo. Peta wilayah penelitian disajikan pada
Gambar 1.
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Gambar 1. Peta wilayah penelitian

Data Penelitian

Data yang digunakan pada penelitian ini yaitu data primer dan sekunder. Data primer dikumpulkan
melalui kuisioner dan wawancara dengan stakeholder yang terlibat dalam sektor perikanan. Penentuan
responden menggunakan purpossive sampling. Rincian jumlah responden menggunakan teknik purposive
sampling disajikan pada Tabel 1.

2.2.

Tabel 1. Jumlah Responden Menggunakan Teknik Purpossive Sampling

No. Asal Responden Jumlah Responden (Orang)
1. Unsur Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai:
a. Dinas Perikanan
b. Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan

2. Perikanan
Unsur akademisi
Unsur swasta (Unit Pengolahan Ikan)
Jumlah 4

- A A A

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan dari Dinas Perikanan Kabupaten
Banggai dan Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia. Data sekunder yang digunakan berupa:

a. Data potensi desa (Podes) tahun 2011, 2018, dan 2019 yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik
Republik Indonesia (BPS RI). Variabel data Podes yang digunakan terdiri dari jumlah penduduk, jarak
dan waktu tempuh dari desa ke ibukota kecamatan, jarak dan waktu tempuh dari desa ke ibukota
kabupaten, jarak dan waktu tempuh dari desa ke ibukota kecamatan lain, data sarana pendidikan
(jumlah TK, SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA, dan Perguruan Tinggi), data sarana kesehatan (jumlah rumah
sakit, puskesmas, posyandu, tempat praktik dokter dan apotek), serta data fasilitas ekonomi (jumlah
industri, pasar, minimarket, toko, warung, restoran, hotel, bank, dan koperasi);

b. Data sarana prasarana perikanan yang diperoleh dari Dinas Perikanan Kabupaten Banggai yang terdiri
dari data jumlah pelabuhan perikanan/tambatan perahu, data jumlah Pangkalan Pendaratan lkan
(PPI1), data jumlah Ice Flake Machine (IFM), data jumlah Unit Pengolahan Ikan (UPI), dan data jumlah
pabrik es;
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c. Data statistik perikanan tangkap tahun 2017, 2018, 2019, dan 2020 yang diperoleh dari Dinas Perikanan
Kabupaten Banggai yang terdiri jumlah produksi hasil tangkapan dan jumlah trip penangkapan ikan.

2.3. Teknik Analisis
2.3.1. Analisis Tingkat Perkembangan Wilayah

Metode skalogram digunakan untuk menganalisis tingkat perkembangan suatu wilayah dan
ketimpangan antar wilayah (Soares et al., 2017) dengan menggunakan data PODES tahun 2011, 2018, dan
2019. Analisis skalogram dilakukan dengan 2 metode yaitu berdasarkan ketersediaan sarana dan prasarana
umum serta berdasarkan ketersediaan sarana dan prasarana perikanan. Variabel sarana dan prasarana
umum yang digunakan adalah jumlah penduduk, sarana dan prasarana pendidikan, sarana dan prasarana
kesehatan, serta sarana dan prasarana ekonomi. Variabel sarana dan prasarana perikanan yang digunakan
terdiri dari jumlah nelayan, data sarana prasarana perikanan yang terdiri dari pelabuhan perikanan/tambatan
perahu, Pangkalan Pendaratan lkan (PPI), Ice Flake Machine (IFM), Unit Pengolahan lkan (UPI), dan pabrik
es. Klasifikasi hierarki wilayah disajikan pada Tabel 2 dan Indeks Perkembangan Wilayah (IPW) dihitung
dengan menggunakan persamaan (Panuju & Rustiadi, 2013):
Keterangan:

n
i
IPW; :indeks perkembangan wilayah ke-i
[ : nilai indikator perkembangan wilayah ke-i dan fasilitas atau jarak ke-j

Tabel 2. Klasifikasi Hierarki Wilayah

No. Kelas Nilai Selang Tingkat Hierarki
. Hierarki 1 X >[(rataan + Stdev) IPW] Tinggi
2. Hierarki 2 Rataan IPW < X < Stdev IPW Sedang
3. Hierarki 3 X < rataan IPW Rendah

2.3.2. Analisis Potensi Sumber Daya lkan

Model surplus produksi digunakan untuk menduga potensi sumber daya ikan dengan menggunakan
data statistik perikanan tangkap Kabupaten Banggai tahun 2017, 2018, 2019, dan 2020. Tahapan pertama
dalam model ini adalah menentukan catch per unit effort (CPUE) menggunakan persamaan (Gulland, 1983):

CPUE; = Catch;/Effort;

Keterangan:

CPUE; : hasil tangkapan per upaya penangkapan dalam waktu ke-i (ton/trip)
Catch; :jumlah total hasil tangkapan dalam waktu ke-i (ton)

Effort; :jumlah upaya penangkapan dalam waktu ke-i (trip).

Tahapan selanjutnya adalah melakukan standarisasi alat tangkap. Alat tangkap standar yang
digunakan adalah alat tangkap yang mempunyai nilai CPUE tertinggi dan memiliki nilai fishing power index
(FPI) = 1. Nilai FPI ditentukan menggunakan persamaan (Gulland, 1983):

FPI; = CPUE,/CPUE;
Keterangan:
FPI; : nilai fishing power index
CPUE, :CPUE alat tangkap yang akan distandarisasi (ton/trip)
CPUEs :CPUE alat tangkap yang dijadikan standar (ton/trip).
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Tahapan selanjutnya adalah menentukan total upaya standar menggunakan persamaan:

n
E=Z FPIiXEi
i=1

Keterangan:

E : total upaya tangkap dari alat tangkap yang distandarisasi dan alat tangkap standar (trip)
Ei : upaya tangkap dari alat tangkap yang distandarisasi dan alat tangkap standar (trip)

FPI; : nilai fishing power index.

Tahapan selanjutnya adalah menentukan Potensi Lestari Maksimum (MSY) dengan menggunakan
persamaan model Schaefer yaitu:

CPUE =a+b.E
MSY = —a?/4.b

Keterangan:

CPUE : hasil tangkapan per upaya penangkapan (ton/trip)

E : total upaya tangkap dari alat tangkap yang distandarisasi dan alat tangkap standar (trip)
MSY  : potensi lestari maksimum (ton)

a : nilai konstanta

b : nilai koefisien E.

Tahapan selanjutnya adalah menentukan Potensi Lestari Maksimum (MSY) dengan menggunakan
persamaan model Fox yaitu:

InCPUE =a+b.E
MSY = —(1/b) x expl@™D

Keterangan:

CPUE : hasil tangkapan per upaya penangkapan (ton/trip)

E : total upaya tangkap dari alat tangkap yang distandarisasi dan alat tangkap standar (trip)
MSY  :potensilestari maksimum (ton)

a : nilai konstanta

b : nilai koefisien E.

Klasifikasi status pemanfaatan sumber daya ikan dapat dilihat pada Tabel 3. Persamaan perhitungan
Total Allowed Catch (JTB) dan Tingkat Pemanfaatan adalah sebagai berikut:

JTB = MSY x 80%
Tingkat pemanfaatan = Catch;/MSY

Keterangan:

JTB  :jumlah tangkapan yang diperbolehkan (ton)

MSY  :potensilestari maksimum (ton)

Catch; :jumlah total hasil tangkapan dalam waktu ke-i (ton).
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Tabel 3. Klasifikasi Status Pemanfaatan Sumber Daya lkan
Klasifikasi Rentang Keterangan

Moderate TP < 0,5 Hasil tangkapan nelayan masih sebagian kecil dari potensi sumber daya ikan
sehingga upaya penangkapan ikan masih perlu ditingkatkan.

Fully-exploited 0,5<TP <1 Hasil tangkapan nelayan sudah menjadi bagian dari potensi sumber daya ikan
sehingga upaya penangkapan ikan harus dipertahankan.

Over-exploited TP >1 Hasil tangkapan nelayan sudah melebihi potensi sumber daya ikan sehingga upaya
penangkapan ikan harus dikurangi.

Sumber : KKP (2018)

2.3.3. Arahan Pengembangan Wilayah Menggunakan Metode A’"WOT

Metode A’WOT merupakan penggabungan metode Analytical Hierarchy Process (AHP) dan metode
Strength Weakness Opportunities Threat (SWOT). Metode ini digunakan untuk dapat menentukan strategi
melalui metode AHP dengan memperhatikan unsur SWOT sehingga dapat meningkatkan sisi kuantitatif
strategi perencanaan serta mengurangi subjektivitas penilaian faktor internal maupun eksternal dalam
pengambilan keputusan (Gorener et al., 2012). Metode A’'WOT digunakan untuk menentukan arahan
pengembangan wilayah berbasis sektor perikanan.

Responden yang dipilih berjumlah 4 orang yang berasal dari Dinas Perikanan Kabupaten Banggai,
Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan, unsur akademisi, serta unsur swasta. Tahapan yang
dilakukan dalam analisis A’WOT (Gorener et al., 2012; Oreski, 2012) yaitu :

a. Mengidentifikasi faktor internal (kekuatan dan kelemahan) dan eksternal (peluang dan ancaman)
untuk metode SWOT
Menerapkan metode AHP untuk mendapatkan bobot group SWOT
Menerapkan metode AHP untuk mendapatkan bobot faktor-faktor dalam group SWOT
d. Mengalikan bobot group SWOT dengan bobot faktor untuk memperoleh urutan prioritas seluruh
faktor serta menggunakan hasil dalam perumusan strategi dan proses evaluasi. Struktur hierarki
A’WOT disajikan pada Gambar 2.

0 o

A'WOT
| Bobot
AHP
—_—— e i — — o — —— = N — — — — — — — — f]— — — — — — —_ — = [
v v v ) 4
Strength Weakness Opportunities Threat Group
) W) (0) M SWoT
— —_fPN =P —- - PN—- =P -4 — — === — — — — |- — ]— — —_ BObOt
AHP
\ 4 \ 4 v \ 4 \ 4 4 \ 4 \ 4 4 v 4 ) 4
Faktor
S1 S2 | Sn W1 | W2 | Wn O1 | O2 | On T T2 | Tn SWOT

Gambar 2. Struktur Hierarki Analisis A’WOT

Selanjutnya dengan hasil yang diperoleh dari teknik analisis AHP, kemudian dihitung bobot dari
masing-masing unsur SWOT. Pembobotan unsur-unsur SWOT disajikan pada Tabel 4.
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Tabel 4. Pembobotan Unsur SWOT Berdasarkan Analisis AHP

Grup SWOT Bobot Prioritas Faktor SWOT Bobot Faktor Prioritas Bob(?t Ifaktor
Grup dalam Grup Prioritas

Kekuatan ST e e
© S2 e e
SN e e
Kelemahan W1 s e
(W) ......... W2 e e,
Wn e e
Peluang O1 e e,
© 02 e e
on e e
Ancaman TT e e
w T2 e e,
™Tn s e

Setelah masing-masing unsur SWOT diketahui nilainya, maka unsur-unsur tersebut dihubungkan
keterkaitannya menggunakan matriks SWOT untuk memperoleh beberapa strategi. Strategi dihasilkan dari
penggunaan kekuatan untuk memanfaatkan peluang (SO), penggunaan kekuatan untuk mengatasi
ancaman (ST), pemanfaatan peluang dengan cara meminimumkan kelemahan (WO), dan pengurangan
kelemahan untuk menghadapi ancaman (WT) (Oreski, 2012). Penentuan prioritas strategi dilakukan dengan
penjumlahan bobot yang berasal dari keterkaitan unsur-unsur SWOT yang terdapat dalam rumusan strategi.
Perhitungan urutan strategi disajikan pada Tabel 5.

Tabel 5. Urutan Prioritas Strategi Berdasarkan Analisis A’"WOT

Unsur SWOT Keterkaitan Jumlah Bobot Urutan
Strategi SO
e SO1 S1,S2,...,5n,01,02,....,On s e
e SO2 S1,S2,...,5n,01,02,....,On s e
Strategi ST
e ST1 S$1,S2,..,Sn, T, T2,...., Tn . s e
e ST2 S$1,S2,..,Sn, T, T2,....,. Tn . s e
Strategi WO
e WO1 W1, W2, ..., Wn, 01,02, ...,0n s e
e WO2 W1, W2, ..., Wn,01,02,...,0n s e
Strategi WT
e WT1 W1, W2, ..., Wn, T1,T2,....,Tn et e
e WT2 W1, W2, ..., Wn, T1, T2,.., Tn e e

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Tingkat Perkembangan Wilayah Pesisir

Analisis skalogram berdasarkan ketersediaan sarana dan prasarana umum pada wilayah pesisir
menunjukkan bahwa wilayah yang berada dalam kategori Hierarki 1 pada tahun 2011 berjumlah 9
desa/kelurahan, kategori Hierarki 2 sebanyak 10 desa/kelurahan dan kategori Hierarki 3 sebanyak 23
desa/kelurahan. Pada tahun 2019, wilayah pesisir yang masuk dalam kategori Hierarki 1 bertambah menjadi
11 desa/kelurahan, kategori Hierarki 2 berkurang menjadi 7 desa/kelurahan sedangkan jumlah wilayah yang
berada dalam kategori Hierarki 3 bertambah menjadi 24 desa/kelurahan. Nilai IPW tertinggi pada tahun 2011
berdasarkan ketersediaan sarana dan prasarana umum berada pada Kelurahan Luwuk sebesar 58,95 dan
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nilai IPW terendah berada pada Desa Louk sebesar 5,84. Pada tahun 2019 nilai IPW tertinggi masih tetap
berada pada Kelurahan Luwuk sebesar 61,51 dan nilai IPW terendah berada pada Kelurahan Tombang Permai
memiliki sebesar 7,13. Perbandingan hierarki wilayah pesisir pada tahun 2011 dan 2019 berdasarkan
ketersediaan sarana prasarana umum disajikan pada Gambar 3.

|22°§0‘O"E 122‘§0‘0"E |23‘(|J'0"E 123’1‘0‘0'E
Tahun 2011

K 123°200"E | | 122°40'0"E 122°50'0"E 123‘?‘D'E 123’1‘0‘D'E 123°200"E

Tahun 2019

0'50{‘0"8
0°50'0"8
0”5(2’0"5

0°50'0"S

Hirarki Wilayah Pesisir
[ Hirarki 1

Hirarki 2
I Hirarki 3

Non Pesisir

1°0'0"S
1“0“0"5
|"0"D‘S

fonrou Souccen Ew, 0SS NOAA
123°200"E || 122°400"E 122°500"E 123°00"E 123°100°E 123°200"E

122°400°E 122°500°E 12300°E 123'100°E

Gambar 3. Hierarki Wilayah Pesisir Berdasarkan Ketersediaan Sarana Prasarana Umum

Hasil analisis skalogram terhadap wilayah non pesisir pada tahun 2011 maupun pada tahun 2019
menunjukkan bahwa perkembangan wilayah non pesisir relatif tertinggal dibandingkan perkembangan
wilayah pesisir. Wilayah non pesisir sebagian besar berada dalam kategori Hierarki 3 sebanyak 22
desa/kelurahan dan sisanya sebanyak 6 desa/kelurahan berada dalam kategori Hierarki 2. Kondisi geografis
wilayah non pesisir yang didominasi oleh perbukitan dan memiliki aksesibilitas yang jauh dari pusat ibukota
membuat banyak wilayah masih tergolong ke dalam wilayah yang memiliki tingkat perkembangan yang
rendah. Nilai IPW tertinggi wilayah non pesisir pada tahun 2011 berada pada Kelurahan Keleke sebesar 22,56
dan Desa Lauwon memiliki nilai IPW terendah yaitu sebesar 5,50. Pada tahun 2019 nilai IPW tertinggi wilayah
non pesisir berada pada Kelurahan Soho sebesar 23,05 dan Desa Lauwon masih tetap memiliki nilai IPW
terendah yaitu sebesar 6,75. Perbandingan hierarki wilayah non pesisir pada tahun 2011 dan 2019
berdasarkan ketersediaan sarana prasarana umum disajikan pada Gambar 4.
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Gambar 4. Hierarki Wilayah Non Pesisir Berdasarkan Ketersediaan Sarana Prasarana Umum

Hasil analisis perkembangan wilayah pesisir berdasarkan ketersediaan sarana dan prasarana perikanan
menunjukkan bahwa sarana dan prasarana penunjang pengembangan sektor perikanan di KSK Luwuk-
Bonebobakal masih sangat terbatas. Hal ini ditunjukkan dengan wilayah pesisir yang sebagian besar berada
dalam kategori hierarki 3 sebanyak 34 desa/kelurahan sedangkan wilayah yang berada dalam kategori
hierarki 2 hanya berjumlah 5 desa/kelurahan dan hierarki 1 berjumlah 3 desa/kelurahan. Wilayah pesisir yang
berada dalam kategori hierarki 1 adalah Kelurahan Karaton, Kelurahan Kilongan, dan Desa Biak. Hierarki
wilayah pesisir berdasarkan sarana prasarana perikanan disajikan pada Gambar 5.
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Gambar 5. Hierarki Wilayah Pesisir Berdasarkan Sarana Prasarana Perikanan

Hasil analisis perkembangan wilayah pesisir berdasarkan ketersediaan sarana dan prasarana umum
menunjukkan bahwa wilayah pesisir KSK Luwuk-Bonebobakal mengalami perkembangan selang tahun 2011-
2019 dan wilayah pesisir di KSK ini cenderung lebih berkembang dibandingkan dengan wilayah non pesisir.
Hal ini sesuai dengan pendapat Ekosafitri et al. (2017) dan Marasabessy (2016) yang menjelaskan bahwa
wilayah pesisir cenderung memiliki tingkat perkembangan wilayah yang lebih tinggi dibandingkan wilayah
non pesisir. Namun peningkatan sarana prasarana umum pada wilayah pesisir selama tahun 2011 sampai
dengan tahun 2019 belum sejalan dengan peningkatan sarana prasarana penunjang sektor perikanan. Tabel
6 menunjukkan bahwa wilayah pesisir yang berada dalam kategori Hierarki 1 berdasakan ketersediaan sarana
dan prasarana umum sebagian besar berada dalam kategori Hierarki 3 berdasarkan ketersediaan sarana dan
prasarana perikanan. Hal ini sesuai dengan pendapat Anggraeni et al. (2020) yang mengindikasikan adanya
ketimpangan antara ketersediaan sarana prasarana perikanan dengan sarana prasarana umum dalam
perkembangan wilayah pesisir. Peningkatan sarana prasarana perikanan merupakan salah satu cara untuk
meningkatkan peran sektor perikanan dalam pengembangan wilayah pesisir (Ekosafitri et al., 2017) karena
dengan adanya dukungan sarana dan prasarana perikanan yang optimal maka sistem produksi perikanan
mulai dari penangkapan, pengolahan sampai ke pemasaran hasil perikanan akan menjadi efektif dan efisien
sehingga dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat di wilayah pesisir (Imelda et al.,
2019; Sutrisno, 2014).

Tabel 6. Perbandingan Hierarki Ketersediaan Sarana Prasarana Umum dan Sarana Prasarana Perikanan

.. Tahun 2019
No Nama Desa/ Kelurahan Pesisir Sarana dan Prasarana Umum Sarana dan Prasarana Perikanan
1. Luwuk Hierarki 1 Hierarki 3
2. Bungin Hierarki 1 Hierarki 3
3. Karaton Hierarki 1 Hierarki 1
4. Biak Hierarki 1 Hierarki 1
5. Maahas Hierarki 1 Hierarki 2
6. Simpong Hierarki 1 Hierarki 2
7. Kompo Hierarki 1 Hierarki 3
8. Jole Hierarki 1 Hierarki 3
9. Bonebobakal Hierarki 1 Hierarki 3
10.  Baruga Hierarki 1 Hierarki 3
" Tangeban Hierarki 1 Hierarki 3
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3.2. Potensi Sumber Daya lkan

Model surplus produksi terdiri dari model Fox dan model Schaefer (Sparre & Venema, 1998). Model
yang dipilih dalam penelitian ini didasarkan pada model yang mempunyai nilai R* terbesar dan standard error
terkecil sehingga dapat menunjukkan tingkat kepercayaan yang lebih tinggi dan mendekati keadaan yang
sebenarnya di lokasi penelitian. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa model Fox memiliki nilai R* yang
lebih tinggi daripada model Schaefer dalam menghitung surplus produksi (Melmambessy, 2010; Talahatu et
al., 2020; Zulfikar, 2012). Namun ada juga penelitian yang menunjukkan bahwa model Schaefer memiliki nilai
R? yang lebih tinggi daripada model Fox (Tangke, 2010) dan hanya menggunakan model Schaefer saja dalam
menghitung surplus produksi (Hulaifi, 2011; Kumaat et al., 2013; Wiadnyana et al., 2010). Hasil uji kriteria
statistik model Schaefer dan model Fox pada Tabel 7 menunjukkan bahwa model yang sesuai untuk
menghitung potensi lestari maksimum di wilayah ini adalah model Schaefer karena model ini menghasilkan
nilai R* terbesar dan standard error terkecil.

Tabel 7. Hasil Uji Kriteria Statistik Model Schaefer dan Model Fox

Validasi Pelagis Kecil Pelagis Besar Demersal Ikan Karang
Schaefer Fox Schaefer Fox Schaefer Fox Schaefer Fox
Nilai R? 0,6985 0,7162 0,4291 0,3673 0,9866 0,9842 0,9853 0,9794
Standard error 0,1651 0,3010 0,0022 0,2466 0,0058 0,2360 0,0016 0,2504

Hasil perhitungan MSY dengan model Schaefer menunjukkan bahwa MSY ikan pelagis kecil sebesar
2.788 ton dengan JTB sebesar 2.230 ton. MSY ikan pelagis besar sebesar 1.301 ton dengan JTB sebesar 1.041
ton. MSY ikan demersal sebesar 2.760 ton dengan JTB sebesar 2.208 ton. MSY ikan karang sebesar 755 ton
dengan JTB sebesar 604 ton. Tingkat pemanfaatan ikan pelagis kecil, pelagis besar, demersal dan ikan
karang disajikan pada Tabel 8.

Tabel 8. Nilai Status Pemanfaatan Ikan Pelagis Kecil, Pelagis Besar, Demersal dan Ikan Karang
Nilai Status Pemanfaatan

No Tahun Pelagis Kecil Pelagis Besar Demersal Ikan Karang

1. 2017 0,86 0,78 0,14 0,15

2. 2018 0,96 0,85 0,16 0,15

3. 2019 1,03 1,13 0,32 0,36

4. 2020 0,73 0,77 0,38 0,45
Rata-rata 0,90 0,88 0,25 0,28

Pemanfaatan ikan pelagis kecil pada tahun 2017, 2018, dan 2020 berada dalam status fully-exploited
dan tahun 2019 berada dalam status over-exploited. Tingkat pemanfaatan paling tinggi berada pada tahun
2019 sebesar 1,03 dan paling rendah berada pada tahun 2020 sebesar 0,73 dengan rata-rata tingkat
pemanfaatan sebesar 0,90 dengan status pemanfaatan fully-exploited. Status pemanfaatan ikan pelagis
besar pada tahun 2017, 2018, dan 2020 sudah berada dalam status fully-exploited dan tahun 2019 berada
dalam status over-exploited. Tingkat pemanfaatan paling tinggi berada pada tahun 2019 sebesar 1,13 dan
paling rendah berada pada tahun 2020 sebesar 0,77 dengan rata-rata tingkat pemanfaatan sebesar 0,88
dengan status pemanfaatan fully-exploited.

Status pemanfaatan ikan demersal pada tahun 2017 sampai dengan 2020 berada dalam status
moderate. Tingkat pemanfaatan paling tinggi berada pada tahun 2020 sebesar 0,38 dan paling rendah
berada pada tahun 2017 sebesar 0,14 dengan rata-rata tingkat pemanfaatan sebesar 0,25. Status
pemanfaatan ikan karang pada tahun 2017 sampai dengan 2020 berada dalam status moderate. Tingkat
pemanfaatan paling tinggi berada pada tahun 2020 sebesar 0,45 dan paling rendah berada pada tahun 2017
sebesar 0,15 dengan rata-rata tingkat pemanfaatan sebesar 0,28.

Pemanfaatan ikan pelagis besar dan ikan pelagis kecil di KSK Luwuk-Bonebobakal berada dalam status
fully-exploited dan sudah menjadi bagian nyata dari potensi lestari sehingga upaya penangkapan harus
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dipertahankan dengan monitor ketat. Sedangkan pemanfaatan ikan karang dan ikan demersal berada dalam
status moderate dan masih sebagian kecil dari potensi lestari sehingga upaya penangkapan masih perlu
ditingkatkan untuk dapat meningkatkan produksi hasil tangkapan di kawasan ini. Beberapa penelitian yang
telah dilakukan di beberapa daerah yang berada dalam Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 714
menunjukkan bahwa status pemanfaatan ikan pelagis besar dan ikan pelagis kecil di wilayah ini sudah berada
dalam status fully dan over-exploited antara lain pemanfaatan ikan pelagis kecil di Perairan Timur Sulawesi
Tenggara berada dalam status fully-exploited (Bubun & Mahmud, 2016; Mahmud & Bubun, 2015) dan
pemanfaatan ikan pelagis besar di Kota Ambon berada dalam kategori fully dan over-exploited (Tuhuteru et
al.,, 2015). Selain itu berdasarkan Kepmen KP Nomor 50 Tahun 2017 tentang Estimasi Potensi, Jumlah
Tangkapan yang Diperbolehkan dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya lkan di Wilayah Pengelolaan
Perikanan Negara Republik Indonesia menunjukkan bahwa status pemanfaatan sumber daya ikan di Wilayah
Pengelolaan Perikanan (WPP) 714 secara umum didominasi oleh tingkat pemanfaatan fully-exploited. Tingkat
pemanfaatan ikan pelagis kecil di WPP 714 sebesar 0,44 (status moderate), tingkat pemanfaatan ikan pelagis
besar sebesar 0,78 (status fully-exploited), tingkat pemanfaatan ikan demersal sebesar 0,58 (status fully-
exploited), dan tingkat pemanfaatan ikan karang sebesar 0,76 (status fully-exploited). Pengelolaan sumber
daya perikanan merupakan upaya penting dalam menjaga kesinambungan sumber daya perikanan sehingga
tetap lestari dan dapat dinikmati oleh generasi yang akan datang (Nurkamil, 2015).

3.3. Arahan Pengembangan Wilayah Menggunakan Metode A’'WOT

Keberhasilan pembangunan sektor perikanan yang berkelanjutan dan pemanfaatan potensi perikanan
secara optimal dapat dicapai apabila ada kerja sama yang baik antar stakeholder (Ariani et al., 2014;
Harmunanto et al., 2018) sehingga dalam penyusunan rencana pembangunan sektor perikanan diperlukan
pendapat dan persepsi dari stakeholder yang terlibat (Susanto, 2011). Hasil identifikasi faktor eksternal dan
internal SWOT dan perhitungan AHP terhadap setiap unsur SWOT dapat dilihat pada Tabel 9.

Tabel 9. Hasil Analisis AHP Terhadap Unsur SWOT

Prioritas
Group  Prioritas Faktor
SWOT Group Faktor SWOT Faktor dalam Prioritas
Group
c o~ 1. Menyimpan potensi sumber daya ikan yang besar dan dapat 0,451 0,138
IS a ditingkatkan khususnya ikan demersal dan ikan karang
g S 0,307 2. Memiliki jumlah nelayan yang cukup 0,214 0,066
9 :L;;‘: 3. Ketersediaan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) 0,138 0,042
4. Aksesibilitas yang baik 0,197 0,060
1. Perahu penangkap ikan beserta daya mesinnya dominan 0,246 0,013
&7 berukuran kecil
T < 2. Alat tangkap dan alat bantu penangkapan ikan kurang 0,201 0,010
£ < 0,052 ;
T 9 memadai
< S 3. Sarana dan prasarana penunjang rantai dingin masih kurang 0,210 0,011
4. Belum optimalnya kelembagaan nelayan 0,342 0,018
= 1. Permintaan Unit Pengolahan Ikan (UPI) terhadap komoditas 0,240 0,129
o 2 perikanan cukup tinggi
§ g 0,536 Minat konsumsi makan ikan yang tinggi 0,066 0,035
E g ’ Dukungan pemerintah daerah melalui program bantuan 0,390 0,209
g 4. Komoditas perikanan tangkap memiliki prospek cerah untuk 0,304 0,163
N—
ekspor
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Prioritas

Group  Prioritas Faktor
SWOT Group Faktor SWOT Faktor dalam Prioritas
Group
1. Adanya fenomena fully-exploited untuk hasil tangkapan ikan 0,126 0,013
c o pelagis
ES Harga ikan rendah dan tidak stabil 0,344 0,036
© 2 0,105 . - . .
g < Fluktuasi volume produksi ikan yang dipengaruhi cuaca dan 0,321 0,034
<~ pola musim penangkapan
4. Persaingan pasar dengan nelayan daerah lain 0,209 0,022

a.

Tabel 9 menunjukkan bahwa potensi sumber daya ikan yang besar dan dapat ditingkatkan khususnya
ikan demersal dan ikan karang menjadi prioritas utama dalam faktor kekuatan dengan nilai 0,138. Untuk
faktor kelemahan, kelembagaan nelayan yang belum optimal dalam mengelola manajemen hasil perikanan
menjadi prioritas utama yang harus diperhatikan dengan nilai 0,018. Untuk faktor peluang, dukungan
pemerintah daerah melalui program bantuan yang selalu diberikan setiap tahun kepada kelompok nelayan
menjadi prioritas utama yang harus dimaksimalkan dengan nilai 0,209. Sedangkan untuk faktor ancaman,
harga ikan yang rendah dan tidak stabil menjadi prioritas utama yang harus diantasipasi dengan nilai 0,036.
Berdasarkan analisis SWOT, dihasilkan beberapa formulasi strategi yaitu:

Strategi kekuatan-peluang (S-O). Alternatif strategi yang ditawarkan dalam menggunakan kekuatan
internal untuk memanfaatkan peluang eksternal berupa:

Peningkatan produksi ikan demersal dan ikan karang sesuai dengan wilayah penangkapan dan alat
tangkap yang diperbolehkan. Strategi ini dirumuskan dengan memperhatikan faktor kekuatan
internal nomor 1 dan 2 serta peluang eksternal nomor 1, 2 dan 4.

Pengembangan fasilitas PPl sesuai dengan standar yang sudah ditentukan. Strategi ini dirumuskan
dengan memperhatikan faktor kekuatan internal nomor 3 serta peluang eksternal nomor 3.

Strategi kelemahan-peluang (W-O). Alternatif strategi yang ditawarkan dalam pemanfaatan peluang
eksternal dengan cara meminimumkan kelemahan internal yang ada berupa:

Pengembangan perahu fiber 3-4 GT di setiap kelompok nelayan. Strategi ini dirumuskan dengan
memperhatikan faktor kelemahan internal nomor 1 sampai dengan 4 serta peluang eksternal
nomor 3.

Membentuk koperasi nelayan dan menjalin kerjasama dengan UPI. Strategi ini dirumuskan dengan
memperhatikan faktor kelemahan internal nomor 4 serta peluang eksternal nomor 1 dan 4.

Strategi kekuatan-ancaman (S-T). Alternatif strategi yang ditawarkan dalam menggunakan kekuatan
internal untuk mengatasi ancaman eksternal berupa:

Peningkatan pengawasan terhadap wilayah penangkapan dan alat tangkap yang digunakan
berbasis masyarakat. Strategi ini dirumuskan dengan memperhatikan faktor kekuatan internal
nomor 1 dan 2 serta ancaman eksternal nomor 1.

Memaksimalkan fungsi PPl serta meningkatkan jumlah cold storage di PPI. Strategi ini dirumuskan
dengan memperhatikan faktor kekuatan internal nomor 1 dan 3 serta ancaman eksternal nomor 2
dan 3.

Strategi kelemahan-ancaman (W-T). Alternatif strategi yang ditawarkan dalam mengurangi
kelemahan internal untuk menghadapi ancaman eksternal berupa:

Peningkatan kesadaran nelayan terhadap kelestarian sumberdaya ikan melalui peran kelompok
nelayan. Strategi ini dirumuskan dengan memperhatikan faktor kelemahan internal nomor 4 serta
ancaman eksternal nomor 1.

Membentuk asosiasi perhimpunan nelayan di tingkat kabupaten. Strategi ini dirumuskan dengan
memperhatikan faktor kelemahan internal nomor 4 serta ancaman eksternal nomor 2 sampai
dengan 4
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Prioritas strategi ditentukan dengan menjumlahkan bobot yang berasal dari keterkaitan unsur-unsur

SWOT yang terdapat dalam rumusan strategi seperti yang disajikan pada Tabel 10.

Tabel 10. Urutan Strategi Pengembangan Sektor Perikanan

Jumlah

Unsur SWOT Keterkaitan Urutan
Bobot

Strategi S-O

1. Peningkatan produksi ikan karang dan ikan demersal berdasarkan  S1, S2, O1, 02, 03, 04 0,740 1
wilayah penangkapan dan alat tangkap yang diperbolehkan

2. Pengembangan sarana dan prasarana PPl sesuai dengan standar S3, 03 0,251 4
yang sudah ditentukan

Strategi W-O

1. Pengadaan perahu fiber 3-4 GT di setiap kelompok nelayan W1, W2, W3, W4, 03 0,261 3

2. Mendirikan koperasi nelayan dan menjalin kerjasama dengan UPI W4, O1, 04 0,309 2

Strategi S-T

1. Peningkatan pengawasan terhadap wilayah penangkapan danalat  S1, S2, T1 0,217 6
tangkap yang digunakan berbasis masyarakat

2. Memaksimalkan fungsi PPl serta meningkatkan jumlah cold St1,S3,T2,T3 0,251 5
storage di PPI

Strategi W-T

1. Peningkatan kesadaran nelayan terhadap kelestarian sumberdaya W4, T1 0,031 8
ikan melalui peran kelompok nelayan

2. Membentuk asosiasi perhimpunan nelayan di tingkat kabupaten W4, T2, T3, T4 0,110 7

Formulasi strategi seperti yang disajikan pada Tabel 10 diharapkan mampu menjadi solusi

pengembangan wilayah KSK Luwuk-Bonebobakal berbasis sektor perikanan. Namun untuk mempercepat
proses pertumbuhan dan pengembangan di wilayah ini, maka disusun prioritas strategi yang akan
diterapkan terlebih dahulu. Dalam hal ini dipilih tiga strategi utama berdasarkan urutan hasil pembobotan
A’WOT, yaitu:

a.

Peningkatan produksi ikan demersal dan ikan karang sesuai dengan wilayah penangkapan dan alat

tangkap yang diperbolehkan. Rekomendasi strategi ini dilakukan dengan menetapkan zonasi wilayah

penangkapan untuk perahu berukuran <5 GT dan memberikan bantuan alat tangkap ikan yang sesuai

untuk jenis ikan demersal dan ikan karang. Wilayah penangkapan untuk perahu <5 GT tanpa motor

disarankan untuk beroperasi di perairan dengan jarak o (nol) sampai dengan 2 (dua) mil laut

sedangkan perahu motor berukuran <5 GT disarankan untuk beroperasi di jalur penangkapan 2 (dua)

sampai dengan 12 (dua belas) mil laut. Selain itu alat tangkap yang digunakan juga harus tepat sasaran

sesuai dengan kebutuhan sehingga dapat mengoptimalkan hasil tangkapan nelayan (Sudarmo et al.,

2016). Rekomendasi alat tangkap untuk ikan demersal dan ikan karang yang diperbolehkan dengan

menggunakan perahu berukuran <5 GT yaitu:

- Pancing ulur dengan alat bantu penangkapan ikan berupa rumpon

- Jaring insang tetap dengan spesifikasi ukuran mata jaring >2 inci dan panjang tali ris atas <500 m

- Jaring insang hanyut dengan spesifikasi ukuran mata jaring 21,5 inci dan panjang tali ris atas <500
m

- Jaring insang berlapis dengan spesifikasi ukuran mata jaring 21,5 inci dan panjang tali ris atas <500
m

- Rawai dasar dengan spesifikasi jumlah mata pancing <10.000 mata pancing

- Bubu dengan spesifikasi jumlah bubu <300 buah

Membentuk koperasi nelayan dan menjalin kerjasama dengan UPI. Rekomendasi strategi ini dilakukan

dengan membentuk koperasi nelayan yang berfungsi sebagai pengumpul lokal hasil tangkapan

nelayan. Koperasi nelayan disarankan menjalin kerjasama dengan UPI untuk mencukupi kebutuhan

produksi bulanan UPI di KSK Luwuk-Bonebobakal. Membangun jaringan kerjasama usaha perikanan
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tangkap sangat diperlukan sehingga dapat menciptakan integrasi sistem produksi perikanan dari hulu
ke hilir mencakup penangkapan, pengolahan sampai ke pemasaran hasil perikanan. Pemasaran hasil
perikanan yang terintegrasi dapat meningkatkan nilai tambah produk perikanan yang mengarah pada
peningkatan keuntungan bagi para pelaku usaha perikanan. Tanpa adanya sinergi antara pihak
pemerintah, swasta, dan kelompok nelayan maka upaya pengembangan usaha sektor perikanan
tangkap tidak akan berhasil dengan baik (Asiati & Nawawi, 2016). Koperasi nelayan disarankan
dibentuk pada setiap kecamatan karena jarak antar kecamatan yang cukup jauh dan nelayan yang
tersebar merata di seluruh wilayah pesisir. Hal ini dikarenakan jika koperasi nelayan dibentuk terpusat
pada satu lokasi akan meningkatkan biaya transportasi dan akomodasi nelayan dalam memasarkan
hasil tangkapannya. Lokasi yang dipilih adalah wilayah yang memiliki ketersediaan fasilitas perikanan
yang lebih lengkap di setiap kecamatan. Berdasarkan hierarki tingkat perkembangan wilayah maka:

- Untuk Kecamatan Luwuk Selatan, Koperasi nelayan dibentuk di Kelurahan Maahas yang berada
pada Hierarki 2.

- Untuk Kecamatan Luwuk, Koperasi nelayan dibentuk di Kelurahan Karaton yang berada pada
Hierarki 1.

- Untuk Kecamatan Luwuk Utara, Koperasi nelayan dibentuk di Desa Biak yang berada pada Hierarki
1.

- Untuk Kecamatan Luwuk Timur, Koperasi nelayan dibentuk di Desa Kayutanyo yang berada pada
Hierarki 2.

- Untuk Kecamatan Masama yang seluruh wilayahnya berada pada Hierarki 3 berdasarkan fasilitas
perikanan, maka Koperasi nelayan disarankan dibentuk pada Desa Tangeban sebagai Ibukota
Kecamatan dan berada pada Hierarki 1 berdasarkan ketersediaan fasilitas umum.

- Untuk Kecamatan Lamala yang seluruh wilayahnya berada pada Hierarki 3 berdasarkan fasilitas
perikanan, maka Koperasi nelayan disarankan dibentuk pada Desa Bonebobakal sebagai Ibukota
Kecamatan dan berada pada hierarki 1 berdasarkan ketersediaan fasilitas umum.

c. Pengembangan perahu fiber 3-4 GT di setiap kelompok nelayan. Rekomendasi strategi ini dilakukan
dengan memberikan bantuan perahu fiber dengan ukuran 3-4 GT beserta alat penangkapan ikan dan
alat bantu penangkapan ikan seperti fishfinder dan coolbox di setiap kelompok nelayan. Saat ini,
perahu penangkap ikan yang dominan digunakan oleh nelayan lokal adalah perahu berukuran kecil
dengan motor tempel berkapasitas 5,5 PK. Komposisi kapal penangkapan ikan yang terbatas sangat
mempengaruhi hasil tangkapan dan menyebabkan peluang peningkatan produksi menjadi rendah
(Dahuri, 2003). Hal ini sejalan dengan pendapat Puluhulawa et al. (2016) dan Putra (2016) yang
menyatakan bahwa semakin besar ukuran dan jenis kapal yang digunakan maka akan meningkatkan
jumlah tangkapan ikan. Masih kurangnya teknologi penangkapan ikan seperti fishfinder juga
mempengaruhi hasil tangkapan nelayan. Dengan adanya fishfinder nelayan dapat menangkap ikan di
lokasi yang tepat sehingga dapat meningkatkan hasil tangkapan nelayan. Selain itu masih minimnya
sarana prasarana rantai dingin seperti coolbox yang dimiliki oleh nelayan sangat mempengaruhi
kualitas hasil tangkapan nelayan. Coolbox sangat diperlukan agar ikan hasil tangkapan ikan tidak
cepat rusak dan mengalami penurunan nilai secara ekonomis yang pada akhirnya berujung pada
penurunan pendapatan nelayan. Berdasarkan hal tersebut, pemerintah daerah dalam mendukung
pemberdayaan nelayan, agar memprioritaskan pengembangan armada dan teknologi penangkapan
ikan beserta sarana prasarana rantai dingin di setiap kelompok nelayan agar dapat menunjang dan
meningkatkan hasil tangkapan dan kualitas produksi ikan sehingga nelayan lokal mampu bersaing
dengan nelayan pendatang yang melakukan kegiatan penangkapan di wilayah yang sama (Yusuf &
Muhartono, 2017) sekaligus dapat meningkatkan harga ikan serta meningkatkan pendapatan nelayan
(Salatan et al., 2018).

Arahan pengembangan sektor perikanan di KSK Luwuk-Bonebobakal secara spasial dapat dilihat pada
Gambar 6.
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4. KESIMPULAN

Tingkat perkembangan suatu wilayah dapat diukur dengan berbagai instrumen dimana salah satunya
dapat dilihat dari kelengkapan sarana dan prasarana yang tersedia. Berdasarkan ketersediaan sarana dan
prasarana umum, wilayah pesisir di KSK Luwuk-Bonebobakal memiliki tingkat perkembangan wilayah yang
lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah non pesisir. Namun peningkatan sarana prasarana umum pada
wilayah pesisir belum sejalan dengan peningkatan sarana prasarana penunjang sektor perikanan. Hal ini
ditunjukkan dengan sebagian besar wilayah pesisir berada dalam kategori hierarki 3 sebanyak 34
desa/kelurahan, sedangkan wilayah yang berada dalam kategori hierarki 2 hanya sebesar 5 desa/kelurahan
dan hierarki 1 sebanyak 3 desa/kelurahan. Wilayah pesisir yang berada dalam kategori hierarki 1 adalah
Kelurahan Karaton, Kelurahan Kilongan, dan Desa Biak.

Hasil perhitungan potensi sumber daya ikan di wilayah ini menunjukkan bahwa potensi lestari
maksimum ikan pelagis kecil di wilayah ini sebesar 2.788 ton, ikan pelagis besar sebesar 1.301 ton, ikan
demersal sebesar 2.760 ton, dan ikan karang sebesar 755 ton. Namun pemanfaatan ikan pelagis besar dan
ikan pelagis kecil di wilayah ini sudah menjadi bagian nyata dari potensi lestari sehingga upaya penangkapan
harus dipertahankan dengan monitor ketat. Sedangkan pemanfaatan ikan karang dan ikan demersal masih
sebagian kecil dari potensi lestari sehingga upaya penangkapan masih perlu ditingkatkan untuk dapat
meningkatkan produksi hasil tangkapan di kawasan ini.

Berdasarkan tingkat perkembangan wilayah dan potensi sumber daya ikan yang ada di wilayah ini
maka strategi prioritas yang direkomendasikan dalam pengembangan sektor perikanan di KSK Luwuk-
Bonebobakal yaitu meningkatkan produksi ikan karang dan ikan demersal berdasarkan wilayah
penangkapan dan alat tangkap yang diperbolehkan, mendirikan koperasi nelayan dan menjalin kerjasama
dengan Unit Pengolahan Ikan serta pengadaan perahu fiber 3-4 GT di setiap kelompok nelayan.

Saran untuk penelitian selanjutnya yaitu dalam menghitung dugaan potensi sumber daya ikan dengan
model surplus produksi harus menggunakan data time series lebih dari 10 tahun. Keterbatasan data time
series yang diperoleh mengakibatkan nilai dugaan potensi lestari maksimum yang dihasilkan dari penelitian
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ini masih memiliki kekeliruan sehingga hasil yang didapatkan harus dianggap sebagai perkiraan awal yang
kebenarannya harus melalui proses validasi lebih lanjut.
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